
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, 
Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik -:» ~ 

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu di Kota Semarang mengatur bahwa 
peninjauan tarif retribusi dilaksanakan paling lama 3 
(tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian serta penetapan tarif 
retribusi tersebut ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota; 

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di 
Kota Semarang khususnya Pasal 9 ayat (5) yang 
mengatur tetang struktur dan besarnya tarif retribusi 
izin mendirikan bangunan, yaitu ketentuan tentang 
Harga Satuan bangunan gedung (HSbg) dan Harga 
Satuan prasarana bangunan gedung (HSpbg) serta 
besarnya biaya pengadministrasian IMB, tercantum 
dalam Lampiran III perlu ditinjau kembali besaran 
tarifnya karena sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan 
layanan makin meningkat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
membentuk Peraturan Walikota tentang Perubahan 
Tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan di Kota 
Semarang; 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA SEMARANG, 

Mengingat: 

Menimbang: 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
NOMOR llf TAHUN Wt'b 

TENTANG 
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN 

DI KOTA SEMARANG 

PROVINS! JAWA TENGAH 

WALIKOTA SEMARANG 

---- 



Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4846); 

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ten tang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 ten tang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 16Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3079); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten­ 
kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan 
Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II 
Semarang dalam Wilayah Propinsi D~er/ingka~ 



Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nomor 89); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4532); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif 
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Idonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5165); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 535 7); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan; 

22. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 
Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, 
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 
83); I,. J ~ 



Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Semarang. 
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Walikota adalah Walikota Semarang. 
4. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

5. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkai IMB adalah 
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kecuali untuk bangunan 
gedung khusus oleh Pemerintah kepada pemilik bangunan gedung untuk 
membangun baru, mengubah, mernperluas, mengurangi, dan/ atau 
merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan 
persyaratan teknis yang berlaku. lo- I v 

MEMUTUSKAN: 
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF 
RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA 
SEMARANG. 

Menetapkan: 

23. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah 
Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 35); 

24. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 
2011 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota 
Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 14 Tahun 2011, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 61); 

25. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota 
Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 71); 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011 ten tang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 2036); 

28. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 
05/PRT/M/2016 tentang lzin Mendirikan Bangunan; 



Harga Satuan 
No JEN IS (Rp) Satuan 

BIAYA PEMBINAAN 
1. PENYELENGGARAAN BANGUNAN 

HARGA SATUAN BANGUNAN GEDUNG 20.000 m2 
HARGASATUANPRASARANA 
BANGUNAN GEDUNG 
Pagar 2.000 m2 
Tanggul/ retaining wall 2.000 m2 
Turap batas kaveling/ persil 2.000 m2 
Urugan Tanah 1.000 m3 
Penangkal Petir 8.000 unit 
Gapura 2.000 m2 
Ger bang 2.000 m2 

Jalan 2.000 m2 
Lapangan parkir 2.000 m2 
Lapangan upacara 2.000 m2 
Lapangan olah raga terbuka 2.000 m2 
Penimbunan barang, dll 2.000 m2 
Kolam renang 8.000 m3 
Kolam pengolahan air 8.000 m3 
Reservoir bawah tanah 8.000 m3 
Waste water treatment plant 8.000 m3 
Saluran air 4.000 m2 
Menara reservoir 16.000 m3 
Cerobong 16.000 m 
Billboard/bando 58.000 m2 - \(... 

~ 

Pasal 4 
Besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagai berikut: 

Pasal 3 
( 1) Perubahan Tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan karena sudah tidak sesuai lagi dengan 
perkembangan perekonomian dan biaya penyediaan layanan ma.kin 
meningkat. 

(2) Perubahan Tarif Retribusi lzin Mendirikan Bangunan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan 
perkembangan perekonomian serta kemampuan masyarakat. 

Pasal 2 
Dengan Peraturan W alikota ini ditetapkan Perubahan Tarif Retribusi Kota 
Semarang khususnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang diatur 
dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang, yaitu ketentuan tentang 
Harga Satuan bangunan gedung (HSbg) dan Harga Satuan prasarana bangunan 
gedung (HSpbg) serta besarnya biaya pengadministrasian IMB yang tercantum 
dalam Lampiran III. 



BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN .. ~eNOMOR tlf- 

KEPALA DINAS PENATAAN RUANG 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 2'o VM{~ 201e, 

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG, 

HENDRAR PRIHADI 

Ditetapkan di Semarang 
pada tanggal ~ i~t:1flfi '[) g 
WALIKO:..;;T__.,.._:;,;,: 

Pasal 6 
Peraturan Walikota Ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kata Semarang. 

Pasal 5 
Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 berlaku bagi pemohon yang mengajukan permohonan pelayanan Izin 
Mendirikan Bangunan terhitung sejak tercatat dalam Agenda Pelayanan 
Konsultasi Teknis sejak tanggal Peraturan Walikota ini diundangkan. 

Harga Satuan 
No JENIS (Rp) Satuan 

Papan iklan 47.000 m2 
Papan nama (berdiri sendiri atau berupa 
tembok Pagar) 35.000 m2 
Tugu 8.000 m3 
Pa tung 8.000 m3 
Menara antenna 700.000 m 
Bangunan tangki 16.000 m3 
Gapura/ gerbang 2.000 m2 
Untuk konstruksi prasarana bangunan 
gedung dan bangun bangunan yang 
tidak dapat dihitung dengan satuan, 
ditetapkan dengan prosentase terhadap 
rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 % 

2 BIAYA PENGADMINISTRASIAN IMB 82.000 per IZm 


